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ABSTRAK

Pramuja Ali Pratama. NPM. 19810216. 2023. Promosi Alat Kontrasepsi
Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Kesehatan (Studi Pasal
408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana). Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Muhammad
Arsyad Al-Banjari, dibimbing oleh Dr. Istiana Heriani, S.H.,, M.H. Selaku
pembimbing I dan Ibu Sri Herlina, S.H., M.H. Sebagai pembimbing II.

Kata Kunci: Promosi, Alat Kontrasepsi, KUHP

Undang-Undang Nomor Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang
mengatur mengenai alat Kontrasepsi pada Pasal 408 hingga Pasal 410.
Kekhawatiran yang muncul di masyarakat dan juga berbagai komunitas lantaran
dalam kegiatan sosialisasi akan menggunakan alat peraga dan contoh dari alat
kontrasepsi, ketika hal ini dilarang justru akan menghambat proses sosialisasi dan
hak masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif
dan interpretatif untuk mengidentifikasi ketentuan promosi alat kontrasepsi dalam
KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak pengaturan
mengenai promosi alat kontrasepsi terhadap anak di bawah umur, tidak ada satu
pun yang menjelaskan secara spesifik mengenai kebolehan promosi alat kontrasepsi
tersebut. Pengaturan secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP. Pada Pasal 408 memberikan larangan untuk melakukan promosi
alat kontrasepsi terhadap anak yang akan dipidana dengan pidana denda maksimal
kategori I. Analisa hukum terhadap promosi alat kontrasepsi berdasarkan Pasal 408
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa perlu adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut. Larangan promosi alat kontrasepsi
pada anak di bawah umur memang tepat karena mempertimbangkan kepentingan
tumbuh kembang anak. Ini didasari atas berlakunya Undang-Undang Perlindungan
Anak. Yang menjadi perhatian adalah ketika larangan tersebut diberikan dengan
alasan perlindungan anak, seharusnya KUHP tidak memberikan keleluasaan
kepada pemerintah untuk melakukan promosi. Pasal ini juga harus memberikan
batas usia anak yang dimaksud untuk tidak boleh dilakukan promosi, karena anak
dengan usia remaja beranjak dewasa perlu memiliki kesiapan seksual khususnya
ketika akan menikah.
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ABSTRACT

Pramuja Ali Pratama. NPM. 19810216. 2023. Promotion of Contraceptive
Devices for Underage Children in a Health Law Review (Study of Article 408 of
Law Number 1 of 2023 concerning KUHP). Thesis from the Faculty of Law, Islamic
University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, supervised by Dr.
Istiana Heriani, S.H., M.H. As supervisor I and Mrs. Sri Herlina, S.H., M.H. As
advisor 1L

Keywords: Promotion, Contraceptives, KUHP

Law Number 1 of 2023 concerning KUHP which regulates contraception in Articles
408 to 410. Concerns arise in the community and also in various communities
because socialization activities will use props and examples of contraceptives,
when this is prohibited In fact, it will hinder the socialization process and the
community's right to obtain health information. The research method used is
normative legal research with a focus on Law Number I of 2023 concerning KUHP.
Data were analyzed through descriptive and interpretive approaches to identify
provisions for the promotion of contraceptives in the KUHP. The results showed
that of the many arrangements regarding the promotion of contraceptives to
minors, none of them specifically explained the permissibility of promoting these
contraceptives. The specific arrangement is Law Number 1 of 2023 concerning
KUHP. Article 408 provides a prohibition on promoting contraceptives against
children who will be punished with a maximum fine of category I. Legal analysis of
the promotion of contraceptives is based on Article 408 of Law Number 1 of 2023
concerning KUHP, that there is a need for further regulation regarding this article.
. Prohibiting the promotion of contraceptives to minors is appropriate because it
considers the interests of the child's development. This is based on the enactment of
the Child Protection Act. What is of concern is that when the prohibition is given
for reasons of child protection, the KUHP should not give the government the
freedom to carry out promotions. This article must also provide a limit on the age
of the child who is meant to not be promoted, because children with the age of their
teens are growing up need to have sexual readiness, especially when they are about
to get married.
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